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ABSTRAK  

 

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG  

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM  

(Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono  

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah) 

 

 

Oleh:  

ASTIN MARTIA DEWI  

NPM. 13111649 

 

Hukum Perikatan Islam dalam bidang muamalah mengatur prilaku manusia 

didalam menjalankan hubungan ekonominya. semakin hari tingkat kebutuhan ekonomi 

masyarakat semakin meningkat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering 

dilakukan pembelian dengan cara utang piutang. Adapun yang dimaksud dengan cara 

utang piutang yaitumemberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan 

membayar yang sama dengan itu. Perjanjian antara para  pihak yang telah melakukan 

ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang 

sudah disepakati di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu diperlukannya upaya 

penyelesaian wanprestasi dalam utang piutang tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang wanprestasi pada 

perjanjian utang piutang yang terjadi di panglong Kayu Bapak Tugiman dann Kayu 

Panglong Bapak Febri Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah dalam Prespektif  hukum perikatan Islam, penelitian ini menggunakan  metode 

penelitian deskriftif  kuantitatif dan jenis penelitian field research (penelitian lapangan), 

dan selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Tugiman selaku Pemilik Panglong kayu, dan 

kepada Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti selaku pembeli yang melakukan perjanjian 

utang piutang. Serta di kayu panglong Bapak Febri selaku pemilik kayu panglong dan 

kepada Bapak Supar dan Bapak Teguh selaku pembeli yang melakukan wanprestasi. 

Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena 

adanya kelalaian dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Dovia dan 

Ibu Siti di kayu panglong Bapak Tugiman.Serta Bapak Teguh dan Bapak Supar di kayu 

panglong Bapak Febri. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini 

menggunakan prinsip Hukum Perikatan Islam yang disebut Ash Sulh (perdamaian), yang 

mengakhiri  akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara kreditur dan 

debitur dengan kesepakatan, Bapak Dovia harus menyerahkan sepeda motor miliknya 

sebagai jaminan, dan Ibu Siti harus membuatkan lemari bufet kayu jati kepada Bapak 

Tugiman selaku pemilik panglong kayu, dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Serta 

Bapak Febri pemilik kayu panglong yang mengikhlaskan utang Bapak Supar dan Bapak 

Teguh.  

 



 

 

 



 

 

MOTTO  

 

 

 

                     

      

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 

tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)1 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), h. 37 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan dengan sifat saling membutuhkan, antara 

seseorang dan orang lainnya. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk 

menjalankan kehidupan sehari hari. Tanpa bantuan orang lain manusia tidak 

bisa melakukan perbuatan yang berhubungan denagan hukum.  

Perbuatan hukum yang sering dilakukan manusia adalah dengan 

perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara 

seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya 

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan 

hukum itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan 

dengan perbuatan hukum.2 

Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak haruslah didasarkan 

kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela 

akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan 

kehendak bebas masing-masing pihak. Hal ini berarti tidak boleh ada paksaan 

dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian 

yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan 

kepada kehendak pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam Pasal 

                                                             
2 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardib K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 1. 



 

 

1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.3 

Perjanjian tersebut biasanya dilakukan dalam utang piutang , 

Perkataan utang piutang  menunjukan adanya seseorang yang berpiutang dan 

yang berhutang. utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang 

dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian 

sesuatu yang diungkap diatas selain dapat berbentuk uang, bisa saja dalam 

bentuk barang.4 utang piutang biasanya dilakukan seseorang dalam keadaan 

sulit. Adapun dasar hukum utang piutang terdapat Al-Qur’AN Surat Al-

Baqarah (2) ayat 245 : 

                          

               

Artinya: “siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, 

pnjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka allah akan 

melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 

Dan Allah menyempitkan dan melampangkan (rezki) dan kepadanyalah kamu 

dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)5 

 

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan 

perbuatan memberikan utang kepada orang lain dan imbalannya adalah akan 

dilipatgandakan oleh Allah. Adapun hikmah yang disyarikatkannya utang 

piutang dilihat dari sisi yang menerima uang atau pinjaman adalah membantu 

mereka yang membutuhkan ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan 

                                                             
3 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan, (Jakarta; Kencana, 

2014), h.7 
4 Chairuman Pasaribu, Suhrawardib K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 136. 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 

h. 31 



 

 

hidup.6 Apabiala seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada 

orang lain maka allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan 

di akhirat. 

Didalam Al-Quran7 Allah memerintahkan agar utang tersebut dicatat. 

Yang perlu dicatat mungkin bukan hanya jumlah, tetapi kapan waktu 

pembayaran utang tersebut. Yang didasarkan atas kesepakatan antara pemberi 

piutang dengan yang berhutang.  Akan tetapi dalam utang piutang  masih 

banyak masyarakat yang lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar 

hutang . Apabila seorang berhutang  tidak dapat memenuhi prestasi seperti 

apa yang ada didalam perjanjian utang piutang atau dengan kata lain bahwa 

seseorang itu telah melanggar perjanjian utang piutang  maka seseorang itu 

dapat dikatakan wanprestasi. Dalam agama Islam pun semua orang 

diwajibkan untuk mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan 

kepadanya, apabila tidak dalam keadaan yang sulit. 

Berdasarkan hasil survey di Desa Sritejokencono Kec. Kotagajah Kab. 

Lam-Teng ada beberapa masyarakat yang melakukan transaksi perejanjian 

utang piutang di panglong kayu bapak Tugiman. Diantaranya : 

1. Ibu siti selaku pemilik mebel telah membeli kayu kepada bapak Tugiman 

selaku pemilik panglong kayu, pada hari minggu tanggal lima belas 

februari 2016 .dengan kesepakatan bahwa kayu akan dibayar setelah satu 

bulan, setelah hasil dari dari kayu tersebut terjual (meja, lemari, kursi), 

                                                             
6  Chairuman Pasaribu, Suhrawardib K. Lubis, Hukum Perjanjia., h. 277 
7 QS. Al-Baqarah (2): 282. 



 

 

namun setelah satu bulan berjalan terjadi kemacetan pada pelunasannya, 

pemilik panglong terus menagih namun sampai saat ini belum juga lunas. 

2. Bapak Dovia selaku masyarakat Sritejokencono telah memborong kayu 

Bapak Tugiman Pada hari senin tanggal delapan tahun 2016 untuk 

keperluan membangun rumah. Dengan kesepakatan kayu akan dibayar 

setelah rumah selesai dibangun. Akan tetapi setelah rumah selesai 

terbangun, kayu tersebut tidak dibayar lunas, terjadi penyicilan pada 

pelunasannya, hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, 

sehingga Bapak Tugiman selaku pemilik kayu panglong mengalami 

kerugian. 

Berdasarkan data diatas terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh 

Ibu Siti dan Bapak Dovia, keduanya sama sama membayar tetapi tidak 

sepenunya. Sehingga Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu 

mengalami kerugian. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian mengenai 

bagaimana Wanprestasi Pada Perjanjian utang piutang Dalam Perspektif 

Hukum Perikatan Islam ( Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah). 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah wanprestasi dalam Perjanjian Utang 

piutang di Desa Sritejokenco Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah dalam prespektif hukum Perikatan Islam?” 



 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas maka di peroleh tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab 

wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di Desa Sritejokencono 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif 

hukum Perikatan Islam. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan 

pengetahuan yang berkaitan dengan wanprestasi pada perjanjian utang 

piutang. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peniliti, 

pembaca dan masyarakat bagaimana praktek di lapangan mengenai 

wanprestasi pada perjanjian utang piutang. 

 

D. Penelitian Relevan (Prior Research) 

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji.   Penulis 

mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan di 

bahas belum pernah di teliti sebelumnya. Penulis melihat beberapa penelitian 



 

 

yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Penulis membandingkan referensi yang terkait dengan permasalahan yang 

akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya  sehingga akan terlihat 

suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Oleh 

karena itu dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian yang 

sebelum nya terkait dengan penelitian ini. Penelitian pada skripsi yang 

dilakukan dilakukan oleh:  

1. Ika Ariyanti (2010) “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada Asuransi 

jiwa Bersama Bumi Putera 1921 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”.8 

Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pada 

perjanjian wanprestasi jiwa di AJB Bumi Putera 1921 Kantor Cabang 

Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam 

penyelesaian dilakukan dengan cara damai yaitu dengan cara musyawarah 

mufakat, dengan memberikan  masa leluasa den menjadikan mitra bisnis 

serta memegang teguh prinsip yang dijadikan dasar operasional syariah 

yaitu prinsip tolong menolong. 

2. RioVeireza (Skripsi Universitas Jayabara Jakarta 2015) “Wanprestasi 

terhadap Perjanjian Peningkatan Jual Beli Apartemen Teluk Intan (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 253/Pdt.G/2009/ 

                                                             
8 Ika Ariyanti, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian 

Asuransi Jiwa, dalam, http://digilib.uin-suka.ac.id/5357/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR 

%20PUSTAKA.pdf  diunduh pada tanggal 21 November 2016. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/5357/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/5357/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf


 

 

PN.JKT.UT.9 Adapun hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya 

wanprestasi terhadap perjanjian peningkatan jual beli Apartemen Teluk 

Intan adalah karena Lusi Dharmawati sebagai penggugat tidak 

melanjutkan cicilan Apartemen kepada PT. Trika Bumi Pertiwi sebagai 

tergugat melakukan wanprestasi terhadap PPJ Apartemen Teluk Intan, 

karena hakim berpendapat, melalui pengamatan di lapangan, jalan masuk 

ke apartemen mulus, kolam renang sudah dipersiapkan untuk dibangun 

dan telah terpasang meteran air PAM di apartemen Teluk Intan. Dalam 

putusan nya hakim menyatakan bahwa yang melakukan wanprestasi itu 

adalah si penggugatlah yang tidak melanjutkan pembayaran cicilan 

apartemen kepada tergugat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9.3 PPJB, 

Apartemen Teluk Intan, kemudian hakim juga menyatakan PPJB, 

dinyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum apabila pembeli lalai 

melaksanakan kewajiban nya untuk melunasi tunggakannya sebanyak 3 

bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut. 

3. Durroh Abdur Rokhis, NIM 03380440. Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Pelaksanaan Rescheduling Terhadap 

Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta).10 Skripsi ini  menjelaskan bahwa rescheduling 

terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi di Bank BRI Syariah 
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Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah 

pihak yaitu Bank dan Nasabah dalam pelaksanaannya Bank Syariah 

Yogyakarta hanya mewajibkan pembayaran angsuran yang tersisa tidak 

menambahkan margin terhadap angsuran yang belum dibayarkan. 

Pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi di BRI Syariah 

Yogyakarta telah sesuai dengan hukum islam Hal tersebut dapat dilihat  

dari pelaksanaan rescheduling dalam pengurangan jumlah pengurangan  

angsuran dan masa perpanjangan waktu pembayaran di BRI Syariah 

Yogyakarta yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua pihak. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas maka dapat ditegaskan 

bahwa karya ilmiah yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli 

Menurut Perspektif Hukum Perikatan Islam” berbeda dengan penelitian 

sebelumnya karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai 

wanprestasi dalam jual beli menurut perspektif hukum Perikatan Islam. 

Sedangkan pada penelitian relevan yang pertama meneliti mengenai prinsip 

yang dijadikan dasar operasional asuransi syariah yaitu prinsip tolong-

menolong dan penelitian yang kedua meneliti mengenai Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara No. 253/Pdt.G/2009/PN.Jkt,Ut, adapun kesamaannya 

dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai 

Wanprestasi namun fokus penelitiannya yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

E. Wanprestasi 

1. Definisi Wanprestasi 

Perjanjian utang piutang selalu ada prestasi yang wajib dijalankan. 

tidak jarang pula pembeli  lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak 

melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasi 

yang telah disepakati dengan penjual, hal ini disebut wanprestasi.  

Menurut Subekti dalam buku Yahman, Karakteristik wanprestasi 

tindak pidana dan penipuan, Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual 

menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi diatur dalam 

pasal 1239 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1236 BW 

(untuk prestasi berbuat sesuatu.11 

Menurut Agus Yudha Hernoko wanprestasi  yaitu perikatan yang 

bersifat timbal balik senan tiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi 

pasif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, 

sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk 

melaksanakan prestasi.12 

                                                             
11 Subekti dalam buku Yahman, Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan, 

(Jakarta;  Kencana, 2014), h. 81.  
12 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Propersionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, (Jakarta;  Kencana, 2012), h. 260 



 

 

Menurut Wawan Muhwan Hariri wanprestasi yaitu tidak 

memenuhi suatu yang diwajibkan.13  Pengertian yang hampir sama dikutip 

oleh Gatot Supramono, beliau menjelaskan bahwa wanprestasi adalah 

Prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagai mana 

mestinya oleh debitur.14 

 Sedangkan Riduan Syahrani menyebut wanprestasi yaitu suatu 

yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi 

merupakan isi daripada perikatan.apabila debitur tidak memenuhi prestasi 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia akan dikatakan 

wanprestasi.15 

Wanprestasi menurut Salim, Erlies Septiana Nurbani adalah tidak 

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.16 

Sedangkan dalam Kamus hukum, Wanprestasi adalah lalai, ingkar 

tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, 

maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan 

bunga.17 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan wanprestasi 

adalah suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus 

                                                             
13 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islami, 

(Bandung;  Pustaka Setia, 2011), h. 103 
14 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta;  Kencana, 2013),  h. 31.  
15 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung;  Alumni, 

2004), h. 218.  
16 Salim, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta;  Rajagrafindo 

Persada, 2014), h. 259.  
17  Simonangkir Rudy Prsaetyo, Kamus Hukum, h. 186.  



 

 

dilakukan oleh debitur terhadap kreditur sesuai dengan kesepakatan yang 

telah ditentukan dalam sebuah perjanjian utang piutang yang dibuat anatar 

kedua belah pihak. 

 

2. Dasar Hukum Wanprestasi 

Dasar  hukum wanprestrasi pasal 1238 BW tentang bagaimana cara 

memberikan teguran terhadap debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran 

itu dapat dikatakan wanprestasi diatur dalam pasal 1238 BW yang 

menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan 

akta sejenis.18 

Dalam pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi 

itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu untuk debitur 

dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain 

debitur wanprestasi karena hukum.19 

a. Dalam Bentuk Larangan 

ِّ ظلُْمٌ  ْ صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَ لَ مَطْلُ الْغَنِي ْ هُرَيْ رَةَ عَني النَّبِي عَنْ أَبِي
 1020وَإيذَاأتُْبيعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلييِّ فَ لْيَتْبَعْ 

Artinya: Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw 

sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang 

mampu membayar adalah penganiayaan (zalim) (H.R. Bukhari) 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Riduan Syahrani, Seluk Beluk., h. 219.  
19 Yahman, Karakteristik Wanprestasi., h. 85.  
20 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Yogyakarta;  Hikam Pustaka, 

2013), h. 274 



 

 

b. Dalam utang piutang untuk menepati janji. QS. surah An-Nahl : 91-92 

                       

                     

               

                      

                        

Artinya: Dan tepatilah janji dengan alloh apabila kamu berjanji, dan 

jangan lah kamu melanggar sumpah-sumpahmu sesudah 

pengukuhannya, dan sesungguhnya kamu telah menjadikan 

alloh sebagai jaminan (saksi) atas (sumpah) mu. 

Sesungguhya alloh mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan 

janganlah kamu seperti seseorang perempuan yang 

menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan 

kuat,menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah 

(perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu,disebabkan 

adanyya satu golongan yang lebih banyak jumlahnyadari 

golongan yang lain.allah hanya menguji kamu dengan hal 

itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu 

apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.21 

 

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan alloh taala yaitu 

menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah 

dikuatkan oleh karena itu dia berfirman “ janganlah kamu jadikan 

nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang. Dan ayat 

seterusnya: 

 

 

 

                                                             
21 QS. An-Nahl (16);  91-92 



 

 

c. Dalam Bentuk Ancaman dan Hukuman 

QS. Ali Imran : 77 

                         

                     

          

Artinya:  “ Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan 

janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga 

murah mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, 

Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan 

memperhatikan mereka dihari kiamat, dan tidak akan 

menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.22 

 

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, terdapat dua poin pelajaran 

yang dapat depetik : 

1) Melanggar perjanjian dan sumpah menyebabkan keluar dari agama 

dan masuk kedalam api neraka 

2) Menjaga amanah adalah perjanjian Allah, ayat tersebut 

menjelaskan bahwa amanah sebagai salah satu dari perjanjian 

Allah yang harus dipelihara. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
22 QS. Ali Imran (3);  77 



 

 

3. Bentuk Wanprestasi 

Dalam perjanjian utang piutang ada tiga bentuk wanprestasi yaitu : 

a. Utang tidak Dikembalikan 

 Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, 

sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak  

mempunyai itikad baik  dalam pelaksanaan perjanjian.23 

b. Mengembalikan Utang Hanya Sebagian 

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian 

sebagian kecil atau sebagaimana besar, yang jelas masih ada sisa 

hutang.24 

c. Mengembalikan Utang Tapi Terlambat Waktuny 

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tapi 

terlambat waktunya  ada dua macam yaitu waktunya sebentar dalam 

hitungan hari atau bulan, dan waktu yang tergolong lama misalnya 

setahun.25 

Menurut Riduan Syahrani bentuk Wanprestasi berupa empat 

macam yaitu:  

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

b. Tidak tunai memenuhi prestasi; 

c. Terlambat memenuhi prestasi; 

d. Keliru memenuhi prestasi.26 

                                                             
23 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta;  Kencana, 2013), h. 31 
24 Ibid., h. 32 
25 Ibid., h. 34 
26 Riduan Syahrani, Seluk Beluk., h. 218.  



 

 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi 

yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang 

melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang telah 

diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan 

kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak 

yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diterima. 

 

4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi 

Faktor-faktor penyebab wanprestasi ada 3 macam yaitu kesalahan, 

kelalaian dan kesengajaan. 

a. Kesalahan 

Harus dipenuhi syarat-syarat yaitu: 

1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan, 

2) Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu 

bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.27 

b. Kelalaian  

Kelalaian adalah apabiala timbulnya kerugian bagi seseorang  

atau barang milik orang lain disebabkan oleh, kurang hati-hatinya  

melakukan suatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana 

dikehendaki oleh hukum.28 

 

 

 

                                                             
27 Yahya Harahap, Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan (Jakarta; 

Premedia Group, 2014), h. 83 
28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung;  Alumni, 2006), h. 212 



 

 

c. Kesengajaan 

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan 

dikendaki, oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan 

adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.29 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor terjadinya wanprestasi yaitu kurangnya kesadaran bagi pembeli 

untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sehingga akibat 

nya salah satu pihak mengalami kerugian. 

  

F. Utang Piutang 

1. Pengertian Utang Piutang 

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan 

sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang 

sama dengan itu. Pengertian sesuatu  dari defenisi yang diungkapkan 

tentunya mempunyai makna yang luas selain dapat berbentuk uang, juga 

bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena 

pemakaian.30 

Menurut Kompilasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 

ayat 36, utang piutang  atau Qard yaitu penyedian dana atau tagihan antara 

lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan 

                                                             
29 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan, (Jakarta; Premedia 

Group, 2014), h. 83 
30 Chairaman Pasaribu, Suhrawardid K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta;  

Sinar Grafika, 2004), h. 136 



 

 

pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan 

dalam jangka waktu tertentu.31 

Hanafiah sebagai mana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam 

buku Fiqh Muamalah memberikan defenisi utang piutang adalah harta 

yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar 

atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain. Utang piutang adalah 

suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada 

orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang 

diterimanya.32 

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa utang piutang 

bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi dalam hal 

ini utang piutang diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada 

pihak lain yang nanti harus dikembalikan. 

 

2. Dasar Hukum Utang Piutang 

a. Al-Quran 

Dasar hukum utang piutang atau Qard terdapat dalam  QS Al 

baqarah ayat 282 

                        

                  

                        

                                                             
31 Pusat Pengkajian Hukum Islam di Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, (Jakarta;  Kencana, 2009), h. 19 
32 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta;  Amzah, 2010), h. 275 



 

 

                            

                         

                         

                       

                      

                          

                  

                      

                         

     

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 

janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 



 

 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.33 

 

Berdasarkan penggalan ayat di atas dapat digaris bawahi oleh 

penulis bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak secara 

tunai, hendaklah untuk dituliskan. Sehingga, jika ada perselisihan 

dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua 

orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini 

adalah menyaksikan proses utang piutang secara langsung dan dari 

awal. 

b. Hadis 

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling 

tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan 

tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada 

janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan 

membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:34  

 

 

 

 
 

35 

 

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang 

yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di 

                                                             
33 QS. Al-Baqarah (2);  282 
34 Enizar, Hadis Ekonomi,(Jakarta;  Rajawali Pers, 2013), h. 86 
35 Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Shahih Sunnah Bukhari, (Jakarta;  Pustaka Azzam, 

2000), h. 817 



 

 

dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari 

kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam 

kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin 

dihadapinya di dunia dan akhirat. (H.R. Bukhari). 

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau 

meringankan bebang orang yang dalam kesusahan merupakan amalan 

yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga 

merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih 

dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena 

akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan 

mengharapkan ridha Allah.36  

c. Ijma’ 

Para ulama telah ijma’ tentang kebolehan utang piutang. 

Hukum utang piutang (qard) sunat bagi orang yang memberikan utang 

serta mubah bagi orang yang minta diberi utang..37 Al-qard 

disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan 

bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantiu 

mereka yang membutuhkan, akad utang piutang menumbuhkan rasa 

kepedulian terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan 

yang dihadapi orang lain.38 

 

 

 

                                                             
36 Ibid 
37 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta;  Rajawali Pers, 2016), h. 231 
38 Ibid, h. 232 



 

 

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 

a. Adapun rukun qaradh ada tiga yaitu: 

1) Shighat (Ijab dan Qabul) 

Utang piitang suatu kepemilikan atas harta oleh karena itu, akad 

tersebut tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul.39 

2) Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) 

Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baliq, berakal sehat 

dan pandai.40 

3) Harta yang diutangkan (qardh) 

a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliat yakni harta yang 

dapat ditakar (makliat), harta yang dapat ditimbang 

(mauzunat), harta yang diukur (zari’yat), harta yang dapat 

diukur (addiyat). 41 

b) Al-qard atau penyerahan Akad utang piutang tiadak sah tanpa 

adanya serah terima. 

c) Utang itu menjadi tanggung jawab yang yang berhutang 

d) Harta yang diutangkkan diketahui, yakni diketahui kadar dan 

sifatnya.42 

b. Syarat qard 

1) Baligh 

Berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya 

cakap bertindak hukum.43 

                                                             
39 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta;  Amzah, 2010), h. 279 
40 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta;  Kencana, 2012), h. 335 
41 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta;  Rajawali Pers, 2016), h. 232 
42 Ibid, h. 233 



 

 

2) Muqaridh 

Orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan unyuk 

melakukan akad tabaru’. Arinya barang yang diutang merupakan 

milik sendiri. 

3) Harta yang diutangkan (qardh) 

a) Harta yang diutangkan merupakan mal masliat yakni harta 

yang dapat ditakar 

b) Setiap harta yang dapat dilakukam jual beli salam. 

c. Al-Babad 

Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya 

serah terima.44 

Dapat dipahami bahwa dalam melakukan perjanjian utang piutang 

haruslah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan di 

atas. Apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka, 

tidak sah perjanjian utang piutang tersebut.  

 

G. Hukum Perikatan Islam 

1. Pengertian Hukum Perikatan Islam 

Hukum Perikatan Islam disini adalah bagian dari hukum Islam 

bidang muamalah yang mengatur prilaku manusia  didalam menjalankan 

hubungan ekonominya. Menurut  Tahir Azhari hukum Perikatan Islam 

adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran,  

As-sunah (al-hadits), dan Ar-Rayu (Ijtihad) yang mengatur tentang 

                                                                                                                                                                       
43  Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta; Rajawali Pers 2016), h. 232 
44  Ibid, h. 233 



 

 

hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang 

dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.45 

Hukum perikatan islam menurut Syamsul Anwar yaitu terisinya 

dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib 

ditunaikan nya kepada orang atau pihak lain.46 

Dapat disimpulkan bahwa hukum perikatan Islam adalah  tidak 

hanya mengatur hubungan manusia dengan dengan manusia, tetapi juga 

hubungan manusia dengan Allah SWT dan dengan lingkungan. 

 

2. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam 

Menurut Suharmoko Pasal 1233 Kitab Undang-undang hukum 

perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-

undang. Sedangkan perjanjian menurut pasal 1313 kitab undang-undang 

hukum perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.47 Riduan Syahrani 

mengemukakan menurut ketentuan pasal 1233 BW perikatan bersumber 

dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari 

perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 s.d 1351) dan titel V s.d XVIII 

(pasal 1457 s.d 1864) buku III BW. Sedangkan perikatan yang bersumber 

dari undang-undang diatur dalam titel III (pasal 1351 s.d 1380) buku III 

BW.48 

                                                             
45 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta;  Kencana, 2005), h. 3.  
46 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta;  RajaGrafindo, 2007), h. 49.  
47 Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta;  Kencana, 2004), h. 118.  
48 Riduan Syahrani, Seluk Beluk., h. 201 



 

 

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan 

seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal ini 

menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan 

orang yang melakukan perbuatan itujika karena kesalahannya akan timbul 

kerugian untuk membayar kerugian itu.49 

Pada umumnya para ahli hukum perdata sependapat bahwa sumber 

perikatan sebagaimana disebut pasal 1233 BW yaitu Perjanjian dan 

undang-undang adalah kurang lengkap. Sumber perikatan yang lain adalah 

Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, hukum tidak tertulis dan keputusan 

hakim (yurisprudensi).50 

 

3. Rukun dan Syarat Perikatan Islam 

Dalam melaksanakan suatu Perikatan, Terdapat rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi. Secara bahasa Rukun adalah “yang harus disepakati 

harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian” sedangkan syarat adalah 

“ketentuan (peraturan, petunjuk).51 dalam syariah rukun dan syarat sama-

sama menentukan sah atau tidaknaya suatu transaksi. 

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun perikatan (akad )adalah al-

aqidain, mahallul ‘aqid, dan sighat al-aqaq., Musthafa az-Zarqa 

menambah maudhu’ul aqad (tujuan akad). 

 

 

                                                             
49 Subekti, Pokok-Pokok., h. 133.  
50 Riduan Syahrani, Seluk Beluk., h. 203 
51 Gemala Dewi, Hukum Perikatan., h. 49.  



 

 

a. Subyek Perikatan (Al-Aqidain) 

Al-Aqidain adalah para pihak yang melakukan perikatan (akad). 

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum, subyek ini terdiri dari dua 

macam yaitu manusia dan badan hukum.52 

1) Manusia 

Manusia sebagai subyek hukum Perikatan disebut mukallaf. 

2) Badan Hukum 

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam 

hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban –kewajiban, dan 

perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.53 

b. Obyek Perikatan (Mahallul aqd) 

Mahallul aqd adalah suatu yang dijadikan obyek akad dan 

dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam mahallul aqd adalah: 

1) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan 

2) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah 

3) Obyek akad harus jelas dan dikenali. 

4) Obyek dapat diserah terimakan.54 

 

 

 

                                                             
52 Ibid., h. 57.  
53 Wirjono Prodjodikiro, Asas-asas Hukum Perdata, Cet. 8 (Bandung;  Sumur Bandung, 

1981), h. 23.  
54 Gemala Dewi, Hukum Perikatan., h. 67.  



 

 

c. Tujuan Perikatan (Maudhu’ul ‘Aqd) 

Maudhu’ul Aqd adalah tujuan hukum suatu akad disyariatkan 

untuk tujuan tersebut.55 Syarat-syarat yang harus dipenuhi Agar tujuan 

akad dipandang sahdan mempunyai akibat hukum yaitu: 

1) Tujuan akad tidak merpakan kewajiban yang telah ada atas pihak-

pihak yang bersangkutan tanpa ada akad yang diadakan. 

2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 

akad. 

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’ 

d. Ijab dan Kabul (Sighat al-aqd) 

Sighat al-Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan 

akad berupa ijab dan kabul.56 Ijab dan kabul dapat dilakukan dapat 

dilakukan dengan empat cara yaitu: 

1) Lisan 

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan 

secara jelas 

2) Tulisan 

Adakalanya suatu perikatam dilakukan secara tertulis 

3) Isyarat  

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang 

cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad) 

 

                                                             
55 Ibid., h. 68.  
56 Ibid., h. 69.  



 

 

4)  Perbuatan  

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini 

perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja. Tanpa 

secara lisan, tertulis ataupun isyarat. 

 

4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Perikatan Islam 

Dalam hukum perikatan islam, Jalan penyelesain apabila terjadi 

perselisihan terdapat tiga jalan, yaitu petama dengan jalan perdamain 

(shulhu), yang kedua dengan jalan arbitrase (tahkim); dan yang terakhir 

melalui proses peradilan (al-Qadha).57 

a. Shulhu  

Dalam fiqh shulhu adalah suatyu jenis akad untuk mengakhiri 

perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk 

mengakhiri sengketa.58 

b. Tahkim. 

Istilah takim secara liberal berarti mengangkut sebagai wasiat 

atau juru damai.59 Secara etimologis tahkim berarti pengangkatan 

seseorang atau lebih sebagaiwasiat atau juru damai oleh yang 

bersengketa. Guna menyelesaikan perkara yang mereka selesaikan 

secara damai. 
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Dasar hukum tahkim yaitu: 

1. Q.S An-Nissa’ (4):35 

2. QS. Asyura (17):38 

3. QS. Al-Imran (3):159 

4. Hadits riwayat Tarmizi dari Amru bin Auf yang berbunyi “kaum 

muslimin sangat terkait dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan 

perjanjian yang mengkharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram” 

Maksud dari hadis ini yaitu, bahwa dalam perjanjian dapat 

dicantumkan klause arbitrase. 

c. Al-Qadha 

Al-qadha secara secara hanafiyah memutuskan atau 

menetapkan. Menurut istlah fiqh mentapkan hokum syara pada suatu 

peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara damai.60 

Orang yang menyelesaikan Al-Qadha ini adalah hakim. 

Penyelesaian ini meleswati beberapa proses salah satunya adalah 

pembuktian. Alat  bukti menurut hokum islam yaitu: 

1) Ikrar  

2) Syahadad  

3) Yamin  

4) Riddah 

5) Maktubah  
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6) Tabayyun  

7) Alat bukti bidang pidana. 

Sedangkan alat bukti menurut Hukum Perdata menurut pasal 

164 HIR antara lain: 

1) Alat bukti tertulis 

2) Keterangan saksi 

3) Penagakuan dan 

4) Hakim/pengetahuan hakm 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.61 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Wanprestsi 

dalam perjanjian jual beli kayu panglong yang terjadi di desa 

Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. 

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-

                                                             
61 Purnomo Setiyadi Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial, edisi ke-2, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h. 24. 



 

 

kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan. 

B. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah: 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian62. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Tugiman dan Bapak Febri 

selaku Penjual (pemilik panglong kayu), Ibu Siti yang membeli secara 

utang hingga terjadi wanprestasi, dan Bapak Dovia Gita Asmara yang 

membeli dengan pembayaran tempo dan akhirnya  terjadi wanprestasi 

dalam penagihannya. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder menurut Burhan Bungin yaitu data yang 

diperolewh dari sumber kedua atau sumber sukunder dari data vyang kita 

butuhkan.63 Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku 

Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hukum Perjanjian Syariah, Karakteristik 

Wanpresttasi tindak pidana dan penipuan, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia, dan lain-lain. 

 

                                                             
62 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132 
63 Ibid, 



 

 

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.64 Data merupakan salah 

satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah 

sebagai berikut:  

1. Metode Wawancara  

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara”.65 

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. 

Wawancara bebas artinya wawancara tidak berstruktur yang tidak terpusat 

pada masalah pokok tertentu, tetapi beralih-alih dari satu pokok masalah 

ke pokok masalah lain, seperti yang dilakukan oleh seorang wartawan 

kepada publik dalam rangka mencari berita.66 Dengan demikian peneliti 

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Wannprestasi 

                                                             
64 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 224. 
65 Abdurrahmat Fathoni, Metedologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 105 
66 Ibid, h. 109 



 

 

yang terjadi di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah. Terpimpin berarti yang menjadi bahan wawancara tidak 

lepas dari aspek-aspek kajian penelitian. 

Sasaran dalam metode wawancara ini adalah Bapak Tugiman dan 

Bapak Febri selaku Penjual (pemilik kayu panglong) dan Ibu Siti dan 

Bapak Dovia selaku pembeli (yang melakukan ingkar janji dalam 

pembayarannya). 

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai 

kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.67 Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya nota pembelian dan surat perjanjian utang 

piutang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto,gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Menurut Lexy J. Moloeng, analisis data adalah “upaya yang dengan 

jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.68 

 

 

                                                             
67 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009) h. 216. 
68 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian., h. 248. 



 

 

Ada tiga langkah dalam analis data, yaitu Data Reuction (reduksi 

data), Data Display (penyajian data), dan Conclusion Drawing (Verification). 

1. Data Reuction (Reduksi Data) 

Reduksi data berarti berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dengan demikian  data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih selanjutnya ,dan mencari dsta bila diperlukan.69 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjitnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian ini 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganasikan, 

tersusun dalam polahubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami.70 

3. Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dalam verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap penhgiumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

                                                             
69 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandumg: Alfabeta, 

2016), h. 247 
70 Ibid, h. 249 



 

 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.71 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan analis data kualitatif, dengan cara berfikir induktif. “ analisis 

data Kualitatif berkaitan erat dengan metode pungumpulan data, yaitu 

observasi dan wawancara ataupun  focus group discussion.72 Kemudian untuk 

menganalisis data, penulis menggunakan cara berfikir induktif. Menurut 

Sutrisno Hadi, berpikir induktif yaitu “suatu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta 

yang khusus dan peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum”. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam 

menganalisis data, menarik  kesimpulan dari kenyataan individu yang bersifat 

khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.  

  

                                                             
71 Ibid, h. 252 
72 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 79 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Panglong Kayu Bapak Tugiman 

Panglong Kayu milik Bapak Tugiman terletak di Desa 

Sritejokencono dusun 5 Rt 4 Rw 10 Kecamatan Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah. Panglong ini mulai berdiri pada tahun 2009 dengan 

panjang 12 meter lebar 5 meter dan tinggi 4 meter, kapasitas tertampung 

100 meter kubik.73 

Berdirinya panglong ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan 

pembangunan rumah, toko, tempat ibadah,sekolah dan lain-lain. Sehingga 

kedepannya masyarakat khususnya di daerah Sritejokencono dapat 

membeli kayu dengan mudah dan tidak perlu menempuh jarak yang cukup 

jauh.74 

Pada awalnya bapak Tugiman hanya menjual kayu mili8k kebun 

sendiri dengan jumlah sedikit,dan akhirnya pada tahun ketahun, bapak 

Tugiman dapatmembeli kayu dari kebun orang lain dan menebang kayu 

tersebut dengan bantuan orang lain sehingga kayu yang dijual bapak 

Tugiman semakin bertambah dari tahun ketahun. Dan terbukti hingga saat 

                                                             
73Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Surat 

tempat penampungan terdaftar ( STPT), 9  february 2016 
74 Wawancara dengan Bpak Tugiamn selaku pemilik panglong kayu, tanggal 31 

November 2017 



 

 

ini banyak masyarakat yang membutuhkan kayu untuk kebutuhan sehari-

hari dalam kegiatan pembanguan.75 

Beberapa jenis kayu yang dijual di Panglong kayu Bapak Tugiman 

ukuran dan harga yaitu:  

Tabel 1 

Tabel Jenis Ukuran dan Harga Kayu Panglong Bapak Tugiman 

 

No 

Jenis 

Kayu 

Ukuran 

Jenis 
Tebal 

(cm) 

Lebar 

(cm) 

Panjang 

(m) 

Harga 

(Per Kubik) 

1 Sengon Balok 8 12 4 Rp.2.800.000,- 

Kaso 5 5 4 Rp.1.700.000,- 

2 Pule Papan 2 25 4 Rp.1.500.000,- 

 

3 

 

Akasia 

Balok 8 12 4 Rp.2.000.000,- 

Reng 2 3 4 Rp.1.800.000,- 

Papan 4 25 2 Rp.2.200.000,- 

4 Mentru Balok 8 12 4 Rp.2.500.000,- 

Kaso 5 5 4 Rp.2.300.000,- 

Sumber: Wawancara Bapak Tugiman Tanggal 05 Desember 2017 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa  terdapat 4 jenis kayu 

yang dijual Bapak Tugiman Jual dan setiap jenis kayu dan ukuran yang 

bermacam-macam diantaranya balok, kaso, papan, dan reng. Selain 

daripada itu, harga termahal adalah jenis kayu mentru dengan ukuran 

                                                             
75Ibid, 



 

 

balok seharga Rp.2.500.000,- perkubik, sedangkan harga termurah yaitu 

jenis kayu pule dengan ukuran reng seharga Rp.1.500.000,- perkubik. 

Mengenai jumlah pembeli kayu pada setiap tahunnya dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  

 

 

 

Tabel 2 

Pembeli Kayu Setiap Tahunnya 
 

 

No Tahun Pembeli Cash Utang Lunas 
Tunggakan 

1 2009 312 312 - - - 

2 2010 483 357 26 26 - 

3 2011 450 433 17 17 - 

4 2012 438 417 21 21 - 

5 2013 426 410 16 16 - 

6 2014 456 445 11 11 - 

7 2015 359 335 24 24 - 

8 2016 325 310 15 13 2 

9 2017 420 413 7 7 - 

Jumlah 3.657 3.432 137 135 2 

Sumber: Catatan pembukuan Panglong Kayu Bapak Tugiman Tanggal                                                                             

05 Desember 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya 

jumlah pembeli pada panglong kayu Bapak Tugiman tidak menentu. 

Terjadi kenaikan pembeli pada tahun 2010 sejumlah 483 orang. Dan yang 



 

 

paling rendah terdapat pada tahun 2009 dikarenakan panglong kayu Bapak 

Tugiman baru dibuka pada pertengahan tahun. Selain itu pada panglong 

kayu Bapak Tugiman terjadi tunggakan 2 orang yang sampai saat ini 

belum lunas. 

 

2. Panglong Kayu Bapak Febri 

Panglong kayu Bapak Febri Terletak di Dusun 3 Sritejokencono 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lamung tengah. Panglong ini berdiri 

sejak tahun 2016 dengan panjang 10 Meter Lebar 4 meter, Kapisitas 

Tertampung 70 meter Kubik.76 

Berdirinya panglong kayu Bapak Febri bermula dari keinginan 

bapak Febri yang semula kerja serabutan, sehingga Bapak Febri 

berinisiatif untuk membuka panglong kayu sendiri yang sederhana. 

Dengan cara Bapak Febri membeli kayu dari masyarakat sekitar dan 

ditebang dengan bantuan orang lain kemudian di perjual belikan kembali. 

Adapun jenis kayu dan harga di Panglong kayu Bapak Febri antara 

lain:  

Tabel 3 

Tabel Jenis Ukuran dan Harga Panglong Kayu Bapak Febri 

 

No 
Jenis 

Kayu 

Ukuran 

Jenis 
Tebal 

(cm) 

Lebar 

(cm) 

Panjang 

(m) 

Harga 

(Per Kubik) 

1 Sengon Balok 8 12 4 Rp.2.800.000,- 

                                                             
76Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Surat 

tempat penampungan terdaftar ( STPT),24  April  2016 



 

 

Kaso 5 5 4 Rp.1.700.000,- 

2 Pule Papan 2 25 4 Rp.1.500.000,- 

 

3 

 

Akasia 

Balok 8 12 4 Rp.2.000.000,- 

Reng 2 3 4 Rp.1.800.000,- 

Papan 4 25 2 Rp.2.200.000,- 

Sumber: Wawancara Bapak Febri tanggal  12 Juli 2018 

Berdasalkan tabel di atas terlihat bahwa kayu sengon, akasia, dan 

pule memiliki harga yang sama seperti Panglong Kayu milik Bapak 

Tugiman. Perbedaannya hanya terletak pada Kayu Mentru. Disini 

terlihatbahwa Bapak Febri tidak menjual kayu mentru sedangakan Bapak 

Tugiman menjualnya. 

 

Adapun pembeli untuk setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut:  

                                      Tabel 4 

Pembeli Kayu Setiap Tahunnya 

 
No Tahun Pembeli Cash Utang Lunas Tunggakan 

1 2016 290 295 5 3 2 

2 2017 325 315 10 9 1 

3 2018 85 85 - - - 

Jumlah 700 695 15 12 3 

    Sumber: Wawancara Bapak Febri 12 Juli 2018 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pembeli 

panglong kayu Bapak Febri untuk setiap tahunnya lebih sedikit 



 

 

dibandingkan panglong kayu milik Bapak Tugiman. Perbedaannya terletak 

di jumlah tunggakan . Panglong Kayu Bapak Tugiman terdapat 3 orang 

yang melakukan tunggakan (pelunasan), sedangkan Panglong Kayu Bapak 

Tugiman terdapat 5 orang yang melakukan Tunggakan (pelunasan) 

 

B. Perjanjian utang Piutang 

1. Bentuk Perjanjian Utang Piutang  

a. Perjanjian utang Piutang Panglong Kayu Bapak Tugiman 

Perjanjian utang piutang yang terjadi di panglong kayu Bapak 

Tugiman pada tahun 2016, terdapat 2 orang yang melakukan perjanjian 

utang piutang  yaitu Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti. Bapak 

Dovia Gita Asmara memberikan jaminan BPKB motor sebagai 

jaminan dan Ibu Siti ,memberikan Jaminan hasil dari kayu pamnglong 

Tersebut (lemari, meja, kursi). 

Sesuai perjanjian utang piutang tersebut, Bapak Dovia Gita 

Asmara akan melunasi utang pada tanggal 15 maret 2016 sebesar 

Rp.8.800.000,-. Sedangkan ibu Siti akan melunasi utang satu bulan 

terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian utang piutang 16 mei 

2016 sebesar Rp.14.950.000,-.77 

Dovia menyatakan: “Saya memag melakukan perjanjian utang 

piutang di panglong kayu Bapak Tugiman, saya membutuhkan kayu 

untuk pembangunan rumah, pada waktu itu jumlah utang kayu saya 

                                                             
77Surat perjanjian utang piutang yang dibuat oeleh bapak Dovia Gita Asmara dan Bapak 

Tugiman (pemilik panglong kayu) 



 

 

sebesar Rp.8.800.000,- dan pada waktu itu saya memberikan BPKB 

motor saya sebagai jaminan, dalam isi surat perjanjian tersebut saya 

akan melunasi hutang pada tanggal 15 Maret 2016, akan tetapi sesuai 

tanggal yang telah saya janjikan, saya belum bisa melunasi utang kayu 

tersebut dikarenakan uang saya habis untuk membayar tukang 

bangunan. Bukan nya saya tidak sanggup membayar, saya membayar 

tetapi sedikit demi sedikit, setiap bulan saya memberikan uang yang 

jumlahnya tidak menentu, bulan maret saya memberikan uang 

Rpp.2.500,00,- kemudian seetiap bulan berikutnya saya memberikan 

uang Rp.200,00,- Setiap bulan jika saya ada rizky pasti saya cicil”.78 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui 

bahwa Bapak Dovia Gita Asmara membenarkan telah terjadi 

perjanjian utang piutang dengan kesepakatan akan membayar pada 

tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp.8.800,000,-. Namun hanya 

membayar semampunya saja. Hingga saat ini bapak Dovia masih 

mempunyai hutang Rp. 1.100. Bapak Dovi juga menjelaskan bahwa 

dirinya memang belum melunasi utang piutang kayu tersebut. 

Sehingga Bapak Dovia menyerahkan BPKB motor Merk Honda Type 

NC 11B3C A/T nomor mesin JF51E-1878739 kepada Bapak Tugiman 

sebagai jaminan. Hal tersebut karena belum ada kemampuan dari pihak 

Bapak Dovi untuk melunasi utang tersebut. Sehinnga Bapak Dovia 

merasa bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi. Dan ketika Bapak 

                                                             
78Wawancara dengan Bapak Dovia Gita Asmara (yang melakuakan perjanjian utang 

piutang), tanggal 4 Desember 2017 



 

 

Tugiman ditanya kenapa tidak menjual motor dari Bapak Dovia 

tersebut bapak Tugiman menjawab karena masih saudara. 

Sedangakan Bu Siti selaku yang membuat Surat perjanjian juga 

mengatakan:  “Saya memang melakukan perjanjian utang piutang di 

panglong kayu Bapak Tugiman, Pada waktu itu saya membutuhkan 

banyak kayu untuk membuat pesanan meja, kursi dan lemari. Karena 

saya tidak mempunyai uang, maka saya membeli kayu  secara utang di 

panglong Kayu bapak Tugiman. Saya membuat surat perjanjian utang 

piutang  pada bulan Mei 2016, disitu saya berhutang kayu sebesar 

Rp.14.950.000,- saya memberikan jaminan yaitu hasil dari kayu yang 

saya jadikan perabotan rumah. Dalam surat perjanjian itu saya sanggup 

membayar satu bulan dari isi surat perjanjian tersebut. Tetapii tiba 

waktu yang telah dijanjiakn, saya tidak sanggup membayar 

sepenuhnya, dikarenakan orang yang membeli perlengkapan rumah di 

tempat saya membayarnya tidak secara cash melainkan mencicil. Jadi 

ketika bapak Tugiman menagih ke kediaman saya, saya tidak bisa 

membayar sepenuhnya, saya hanya membayar Rp.7.950.000,- saya 

akan membayar kurangannya tersebut ketika seseorang yang berhutang 

kepada saya memberikan angsuran, nanti kedepannya angsuran 

tersebut akan saya berikan kepada Bapak Tugiman”.79 

Berdasarkan penjelasan Ibu Siti di atas, Ibu Siti mengakui 

bahwa dirinya telah melakukan perjanjian jual beli utang piutang di 

                                                             
79Wawancara dengan Ibu Siti (yang melakukan perjanjian utang piutang) tanggal 6 

Desember 2017 



 

 

Kayu Panglong Bapak Tugiman sebesar Rp.14.950.000,- dan akan di 

lunasi setelah satu bulan dari tanggal perjanjian utang piutang tersebut, 

Bu Sitri menjelaskan bahwa dirinya belum melunasi Utang tersebut 

dikarenakan belum adanya biaya, Bu Siti mengatakan bahwa dirinya 

tidak melakukan wanprestasi karena membayar ketika mendapatkan 

uang. 

Dari pihak pembeli yang tidak meemenuhi kewajibannya 

tersebut maka pihak pembeli sudah dapat dikatakan telah melakukan 

wanprestasi. Karena tindakan tersebut sudah masuk kedalam salah satu 

bentuk wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai 

berikut:  

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2) Debbitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru 

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau 

terlambat.80 

b. Perjanjian utang piutang  Panglong kayu Bapak Febri 

Selain dari panglong kayu Bapak Tugiman penulis juga 

mencari informasi di Panglong lain yaitu kayu panglong Bapak Febri 

yang terletak di desa Sritejokencono dusun 3 Kecamatan Kotagajah 

Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Febri menjelaskan bahwa kayu 

panglong miliknya hanya ada 3 orang saja yang melakukan 

wanprestasi.  

                                                             
80 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengakpi Hukum Perikatan Dalam Islam, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). H.104 



 

 

”pada tahun 2016 terdapat  2 orang yang melakukan perjanjian 

utang piutang secara lisan, yaitu Bapak Teguh dan Bapak Supar. 

Bapak Teguh mengambil 12 biji reng kayu dengan harga 

Rp.50.000 untuk untuk keperluan membenahi bok ayam miliknya, dan 

berjanji secara lisan akan membayar esok lusa. akan tetapi sampai saat 

ini Bapak Teguh tidak membayarnya Bapak Febri pun sudah 

mengikhlaskannya. 

Kemudian Bapak Supar yang membeli papan untuk untuk 

membuat pintu seharga Rp.240.000,- Secara hutang, bapak supar 

berjanji akan membayar keosokan harinya, dan menyuruh bapak febri 

untuk mengambil uangnya dirumah. ketika Bapak Febri mengutus 

cucunya untuk mengambil uang tersebut, Bapak Supar hanya 

memerikan uang sejumlah RP.200.000,-  kekuranggannya akan dibayar 

nanti ketika membeli kayu kembali. akan tetapi samapai dengan 

sekarang Bapak supar tidak membayarnya. 

Disini juga terlihat bahwa pihak pembeli yang tidak meemenuhi 

kewajibannya tersebut telah melakukan wanprestasi.Adapun bentuk 

wanprestasi yaitu:  

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2) Debbitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. 

 

C. Pandangan Hukum Perikatan Islam Terhadap Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Utang Piutang Kayu Panglong di Desa Sritejokencono 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 

 



 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti selaku pemilik mebel yang melakukan 

perjanjian utang piutang, bahwapeneliti akan menganalisis tentang 

Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Prespektif Hukum 

Perikatan Islam studi kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. 

Pada prakteknya, utang piutang merupakan “Potongan yakni harta 

yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara Potongan, karena orang 

yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”.81 Para ulama 

telah Ijma’ tentang kebolehan utang piutang. Hukum utang piutang sunnah 

bagi bagi yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi 

hutang.82 

Dalam proses pembelian kayu panglong, dilakukan secara hutang oleh 

Bapak Dovia Gita Asmara16 Februari 2016, beliau membeli kayu kepada 

bapak Tugiman untuk membuat rumah secara utang, dikarenakan Bapak 

Dovia belum mempunyai uang pada saat itu, sehingga Bapak Dovia harus 

membuat surat perjanjian utang piutang dengan Bapak Tugiman selaku 

pemilik kayu panglong. 

Sesuai perjanjian utang piutang tersebut, Bapak Dovia Gita Asmara 

akan melunasi utang piutang pada tanggal 15 Maret 2016 sebesar 

Rp.8.800.000,-. namun sesuai tanggal yang dijanjikan, Bapak Dovia tidak 

membayar uang yang dijanjikan tersebut. pada saat penagihan, Bapak Dovia 

                                                             
81Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.229 
82Ibid, h.231 



 

 

hanya memberikan sejumlah uang (menyicil)  kepada Bapak Tugiman selaku 

pemilik Panglong kayu. 

Dari sini bisa dilihat bahwasannya Bapak Dovia Gita Asmara telah 

lalai memenuhi melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh 

prestasi yang telah disepakati, hal ini disebut wanprestasi.  Dengan kejadian 

ini Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu hanya menyita motor milik 

Bapak Dovia Gita Asmara. bapak Tugiman tidak mnjual jaminan tersebut 

dikarenakan Bapak Dovia masih bersaudara. Bapak Tugiman menyita Motor 

milik Bapak Dovia denfan Tujuan agar Bapak Dovia segera membayar hutang 

tersebut.  

Begitupula dengan Ibu Siti yang membeli kayu secara utang di 

Panglong Kayu Bapak Tugiman pada tanggal  15 Mei 2016. pada waktu itu 

Ibu Siti membutuhkan kayu untuk membuat lemari, meja, kursi pesanan 

seseorang, pada saat itu Ibu Siti tidak mempunyai uang sehingga berhutang 

kepada Bapak Tugiman selaku Pemilik Kayu Panglong. Ibu Siti membuat 

perjanjian utang piutang dengan kesepakatan utang tersebut akan dibayar 

setelah 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian tersebut sebesar Rp.14.950.000,-. 

akan tetapi sesuai tanggal yang telah ditetapkan ibu Siti membayar uang 

tersebut tapi tidak sepenuhnya. 

Disini bisa dilihat bahwa ibu Siti juga melakukan wanprestasi dalam 

perjanjian utang piutang. Ibu Siti mengembalikan utang hanya sebagian. Hal 

ini adalah salah satu dari bentuk wanprestasi. 



 

 

Atas kejadian ini, Bapak Tugiman  selaku pemilik kayu panglong, 

mendatangi kediaman rumah Ibu Siti dan menyuruh ibu siti untuk 

membuatkan lemari Bufet Kayu Jati sebagai tanda pelunasan utang. 

Begitupula dengan kasus wanprestasi yang terdapat di Panglong Bapak Febri, 

Bapak Febri memilih cara perdamaian yaitu dengan cara mengikhlaskan utang 

tersebut.  

Sesungguhya Allah SWT telah memberikan bentuk larangan dalam 

melakukan utang piutang yang tidak sesuai dengan perjajian. Dalam Q.S surah 

An-Nahl: 91-92 

                       

                         

                     

                          

             

Artinya:  Dan tepatilah janji dengan allah apabila kamu berjanji, dan jangan 

lah kamu melanggar sumpah-sumpahmu sesudah pengukuhannya, 

dan sesungguhnya kamu telah menjadikan alloh sebagai jaminan 

(saksi) atas (sumpah) mu. Sesungguhya alloh mengetahui apa yang 

kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seseorang perempuan 

yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan 

kuat,menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah 
(perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu,disebabkan 

adanyya satu golongan yang lebih banyak jumlahnyadari golongan 

yang lain.allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada 

hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu 

perselisihkan itu.83 

 

                                                             
83 QS. An-Nahl (16): 91-92 



 

 

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan allah taala yaitu 

menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dibuat. Dari 

sini bisa dilihat bahwa wanprestasi akan terjadi apabila debitur melakukan 

kelalaian atau kesengajaan dalam memenuhi prestasinya tidak tepat pada 

waktunya, debitur memenuhi prestasiya tetapi tetapi tidak baik atau keliru 

maka, terjadilah wanprestasi yang ada di Panglong Kayu Bapak Tugiman. 

Kesengajaan atau kelalaian pihak debitur dalam perjanjian utang 

piutang, debitur lalai untuk memenuhi prestasinya. Hal ini disebabkan karena 

adanya keadaan yang memaksa sehingga belum bisa melunasi kayu karena 

mengalami kerugian, kemudian keadaan ekonomi yang tidak stabil, sehingga 

Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti belum bisa membayar utang tersebut 

dengan sepenuhnya. 

Demikian pada pembahasan di atas, pemilik panglong kayu terhadap 

adanya wanprestasi dari debitur, melakukan lagkah awal dengan cara 

memberikan surat peringatan, dikunjungi untuk melihat faktor penyebabnya, 

dan kemudian diberi arahan untuk solusinya diselesaikan secara kekeluargaan, 

dan toleransi sampai batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka 

ditempuh jalan penyelesaian dengan syarat-syarat tertentu. 

Hukum perikatan hukum Islam menetapkan aturan-aturan dalam 

menyelesaikan sebuah perkara, cara untuk menyelesaikan perkara wanprestasi 

di atas maka dapat dipahami para pihak yang mengalami perkara wanprestasi 

dapat memilih salah satu cara jalan penyelesaian apabila terjadi perselisihan 

terdapat tiga jalan, yaitu pertama dengann jalan perdamaian (shulhu); yang 



 

 

kedua dengan jalan arbitrase (tahkim); dan yang terakhir melalui proses 

peradilan (al-Qadha).84 

Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu memilih jalan 

penyelesaian dengan Perdamaian. Kepada Bapak Dovia Gita Asmara yang 

melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yang seharusnya Bapak Dovia 

membayar seluruh utang piutang tetapi hanya membayar sebagian, Bapak 

Tugiman memilih jalan perdamaian (shulhu) dengan kesepakatan, Bapak 

Dovia Gita Asmara harus menyerahkan sepeda motor Bapak Dovia sebagai 

jaminan. jikalau nanti Bapak Dovia sudah mempunyai uang untuk membayar, 

maka sepeda motor tersebut akan diserahkan kembali kepada pemiliknya 

(Bapak Dovia). 

kepada Ibu Siti yang melakukan wanprestasi pada perjanjian utang 

piutang, yang seharusnya Ibu Siti membayar utang dengan sepenuhnya akan 

tetapi Ibu Siti hanya menyicil, Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu 

juga memilih cara penyelesaian dengan jalan perdamaian (shulhu). Dengan 

kesepakatan Ibu Siti Harus memenuhi keinginan Bapak Tugiman selaku 

pemilik panglong kayu untuk membuatkan lemari bufet kayu jati dengan batas 

waktu yang telah ditetapkan oleh Bapak Tugiman selaku pemilik panglong 

kayu.  

Jalan Perdamaian yang dipilih Bapak Tugiman dengan menyita motor 

milik Bapak Dovia Gita Asmara dan ingin dibuatkan lemari bufet kayu jati 

                                                             
84Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia cet II, (Jakarta: Kencana, 2005), h.87 



 

 

oleh Ibu Siti dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tujuannya agar kedua 

belah pihak sesegera mungkin memenuhi janji. 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Utang 

Piutang Dalam Prespektif Hukum Perikatan Islam, maka kesimpulannya 

adalah terjadinya wanprestasi karena kelalaian pihak debitur  yaitu Bapak 

Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti yang melakukan perjanjian utang piutang di 

panglong kaya Bapak Tugiman serta Bapak Teguh dan Bapak Supar yang 

melakukan utang piutang di kayu panglong Bapak Febri. Kesalahannya tidak 

dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam 

surat perjanjian utang piutang. Ibu Siti dan Bapak Dovia serta Bapak Supar 

melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikannya dan Bapak Teguh yang tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

Hukum Perikatan Islam menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan 

sebuah perkara, salah satunya perkara wanprestasi disebut dengan Ash-Sulhu 

(perdamaian).Pada kasus yang terjadi di Panglong Kayu Bapak Tugiman dan 

Bapak Febri bahwasannya dalam menyelesaikan suatu prestasi yang di akhiri 

dengan akad perjanjian perdamaian antara dua orang atau lebih yang telah 

diselesaikan secara damai, dengan kesepakatan Bapak Dovia harus 

menyerahkan sepada motornya sebagai jaminan, sisa hutang Dovia 

Rp.1.100,000,- namun Bapak Tugiman masih memberikan waktu untuk 

menebus motor tersebut. dan Ibu Siti yang masih mempunyai utang 



 

 

Rp.2.500,000,- Harus membuatkan bufet kayu jati dengan batas waktu yang 

ditentukan Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu. sedangkan cara 

penyelesain yang Terjadi di Panglong BapakFebri yaitu dengan cara Bapak 

Febri mengikhlaskan utang tersebut.dikarenakan utangnya juga tidak terlalu 

banyak. Bapak Teguh hanya mempunyai utang Rp.50.000,- dan Bapak Supar 

Rp.40.000,-. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpuldiatas disyarankan kepada masyarakat yang 

melakukan perjanjian utang piutang, hendaknya tidak melalikan utang yang 

telah disepakati karna Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa saalam bersabda 

“memperlambat hutang untuk orang yang mampu membayarnya adalah 

kezaliman. Maka dari itu bayarlah utang tepat pada waktunya.  Karena utang 

piutang yang tidak dibayarkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di 

hadapan Allah SWT. 
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